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ABSTRAK                   bahwa     dalam     rangka     kelancaran     kegiatan pengelolaan   data   Sistem   Infomasi   
Manajemen Pergantian Antar Waktu ( SIMPAW) perlu ditunjuk Operator SIMPAW; bahwa 
personil yang nama dan jabatannya tercantum dalam Keputusan    ini    dipandang    cakap    
dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Operator SIMPAW; 

 
 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal  ini adalah: 
 

 

Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia Nomor  5568),  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah Dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 383, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5650); Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan   Undangundang   Nomor   
9   Tahun   2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  58,  
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 4. Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan 
Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305); Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, 
Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan   
Perwakilan   Rakyat,   Dewan   Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  
Nomor  29  Tahun  2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon 
Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 375);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian 
Antarwaktu Anggota Dewan   Perwakilan   Rakyat,   Dewan   Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan  Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang 
Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan   Daerah,   
Dewan   Perwakilan   Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
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Kabupaten  /Kota  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86 ) ; Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan   Umum   Kabupaten/Kota   
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 
Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 
Tahun2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi         
Pemilihan         Umum Kabupaten/Kota; 
 

 

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tegal  Nomor:    1 /HK.03.01-Kpt/3328/ KPU 
Kab/I/2020 diatur tentang : 

 
Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu  (Simpaw ) 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Dprd ) Kabupaten Tegal Pada Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Tegal 
 

 

CATATAN                      -  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Januari 2020 
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